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RELEVANSI PEMBATASAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS 
DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN NOTARIS 
SEBAGAI PEJABAT UMUM 
Tesis ini menganalisis mengenai relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta 
notaris dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum 
Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai dikeluarkannya 
peraturan DKP-INI yang membatasi pembuatan akta notaris sebanyak 20 akta 
perhari yang membuat Notaris resah. 
Bab II merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah 
yang pertama. Apakah ada hubungan antara UUJN dan Kode Etik Notaris dalam 
praktik kenotariatan. Adanya hubungan antara Kode Etik Notaris dengan UUJN 
memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan Kode Etik Notaris 
menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat 
umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada Kode Etik Notaris 
serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai Penghadapnya, 
organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun terhadap Negara. Kode Etik 
Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Sanksi sebagai bentuk 
upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran Kode Etik didefinisikan 
sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana 
Bab III merupakan hasil penelitian dari rumusan yang kedua. Apa relevansi 
pembatasan jumlah pembuatan akta notaris sebagaimana Peraturan Dewan 
Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dikaitkan 
dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Peraturan Dewan Kehormatan 
Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran 
Jumlah Pembuatan Akta Perhari, sebenarnya tidak membatasi Notaris di dalam 
pembuatan akta, tidak sedikitpun mengurangi hak dan kewenangan notaris di 
dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, khususnya membuat akta. 
Peraturan pembatasan tersebut tidak pula berarti membatasi atau bahkan 
mengurangi hak-hak Notaris dalam membuat akta sebagai kewenangan utama 
Notaris. Peraturan tersebut ditujukan untuk membatasi perilaku Notaris di dalam 
pelaksanaan jabatannya, agar diperoleh notaris-notaris yang menjalankan 
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap menjaga harkat 
martabat jabatan notaris. 
Bab IV merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan 
saran penulis. Penulis menyimpulkan bahwa antara Kode Etik dan UUJN 
memiliki hubungan yang bersifat delegatif. Dengan kata lain bahwa UUJN 
memerintahkan pembentuk peraturan Kode Etik oleh organisasi/Ikatan Notaris 
Indonesia bagi Notaris. Sehingga Peraturan Kode Etik termasuk Peraturan DKP 
INI No. 1 Tahun 2017 merupakan bagian dari peraturan yang wajib ditaati oleh 
Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik dan produk INI lainnya 
termasuk Peraturan DKP bukan hanya sebagai landasan moral dan etika Notaris, 
tetapi juga merupakan landasan yuridis yang bilamana dilanggar akan berakibat 
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hukum terhadap Notaris dan juga akta yang dibuatnya. Peraturan DKP INI No. 1 
Tahun 2017 mengatur tentang jumlah batas kewajaran pembuatan akta notaris 
dalam sehari sebagaimana tercantum dalam Kode Etik. Kode Etik mengatur 
tentang larangan pembuatan akta melebihi dari jumlah batas kewajaran, dan Kode 
Etik sendiri dibuat atas perintah UUJN, oleh karena itu Kode Etik patuh terhadap 
UUJN. Peraturan DKP INI tersebut bukan untuk membatasi notaris dalam 
membuat akta akan tetapi dibuat untuk menghindari pembuatan akta yang terlalu 
banyak yang mengakibatkan akta dibuat dengan melanggar ketentuan perundang-
undangan yang dapat mengurangi keotentikan dari akta. 































Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis 
Pengawas Notaris terhadap  pelaksanaan tugas  jabatan  Notaris berdasarkan  
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan oleh Dewan Kehormatan Notaris untuk hal 
yang berkaitan dengan Kode Etik  Notaris. Dengan pertimbangan Pasal 4 angka 
16 Kode Etik Notaris tentang larangan bagi notaris membuat akta melebihi batas 
kewajaran yang jumlahnya telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan selanjutnya 
Dewan Kehormatan Notaris megeluarkan  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  
Ikatan  Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah 
Pembuatan Akta Perhari yang isinya  mengatur  bahwa  batas  kewajaran  dalam  
pembuatan  akta  adalah  sebanyak  sejumlah  20  
(dua puluh) akta perhari.  
Penulis  dalam  penelitian ini  ingin  menelaah  dan  menganalisa  lebih  
lanjut tentang kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam  praktik  kenotariatan  serta  relevansi  
pembatasan jumlah pembuatan akta notaris apabila dikaitkan dengan kewenangan 
notaris sebagai pejabat umum.  
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  
yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  
atau  bahan  hukum  sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.  
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kedudukan  Peraturan  Dewan  
Kehormatan  Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bersifat 
delegatif bahwa UUJN memerintahkan pembentuk peraturan Kode Etik oleh 
organisasi/Ikatan Notaris Indonesia bagi Notaris, dan peraturan DKP INI 
sebenarnya tidak membatasi hak notaris untuk membuat akta akan akan tetapi 
dibuat untuk menghindari pembuatan akta yang terlalu banyak yang 
mengakibatkan akta dibuat dengan melanggar ketentuan perundang-undangan 





















Supervision and guidance of Notaries is carried out by the Notary 
Supervisory Board on the implementation of Notary position duties based on the 
Notary Position Act and by the Notary Honorary Board for matters relating to the 
Notary Code of Ethics. With consideration to Article 4 point 16 of the Notary 
Code of Ethics concerning the prohibition for notaries to make deeds exceeding  
the  fairness limit the amount of which has been determined by the next  Honorary 
Board Notary issued the Honorary Board Regulation of the Indonesian Notary 
Association Number 1 of  2017 concerning Fairness Limits for the Making  of  the 
Deed stipulates that the fairness limit in making deeds is 20 (twenty) deeds per 
day.  
The author in this study wants to examine and analyze further about the 
position of the Honorary  Board  of  the  Central  Indonesian  Notary  Association  
Regulation No. 1 2017 in the practice of notary and the relevance of the  
limitation on the number of notary deeds when associated with the notary's 
authority as a public official.  
The research method used is normative legal research, namely legal 
research carried out by examining library materials or secondary legal materials 
while the problem approach is carried out using a legal approach and conceptual 
approach. 
The results of the study indicate that the position of the Honorary Board 
Regulation of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 the delegative 
authority (DKP-INI) that UUJN is required to form a Code of Ethics by the 
Indonesian Notary Organization / Association for Notaries, and DKP-INI 
regulations to avoid making too many deeds that are rejected by provisions - 
legislation that can reduce authenticity of the deed. 
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Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka 
hasil penelitian ini disimpulkan: 
1. Bahwa antara Kode Etik dan UUJN memiliki hubungan yang bersifat 
delegatif. Dengan kata lain bahwa UUJN memerintahkan pembentuk 
peraturan Kode Etik oleh organisasi/Ikatan Notaris Indonesia bagi Notaris. 
Sehingga Peraturan Kode Etik termasuk Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 
2017 merupakan bagian dari peraturan yang wajib ditaati oleh Notaris dalam 
menjalankan jabatannya. Kode Etik dan produk INI lainnya termasuk 
Peraturan DKP bukan hanya sebagai landasan moral dan etika Notaris, tetapi 
juga merupakan landasan yuridis yang bilamana dilanggar akan berakibat 
hukum terhadap Notaris dan juga akta yang dibuatnya. 
2. Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 mengatur tentang jumlah batas 
kewajaran pembuatan akta notaris dalam sehari sebagaimana tercantum 
dalam Kode Etik. Kode Etik mengatur tentang larangan pembuatan akta 
melebihi dari jumlah batas kewajaran, dan Kode Etik sendiri dibuat atas 
perintah UUJN, oleh karena itu Kode Etik patuh terhadap UUJN. Peraturan 
DKP INI tersebut bukan untuk membatasi notaris dalam membuat akta akan 
tetapi dibuat untuk menghindari pembuatan akta yang terlalu banyak yang 
mengakibatkan akta dibuat dengan melanggar ketentuan perundang-undangan 





4.2. Saran  
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah : 
1. Hendaknya Notaris tetap berpegang teguh pada UUJN, Kode Etik Notaris 
serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan Notaris dalam 
menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum. 
2. Hendaknya Notaris dalam membuat akta untuk memenuhi kebutuhan klien 
tetap melalui proses yang benar sesuai dengan UUJN dan Kode Etik serta 
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